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Abstrak: Permasalahan perumahan merupakan tolak ukur bagi pembangunan dan 

kesejahteraan yang terkait dengan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Dusun 

Tambakbayan berada di kawasan yang cukup modern, yaitu di antara kompleks pertokoan, 

pusat perbelanjaan, tempat hiburan, perkantoran, perguruan tinggi, dan hotel. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi dan perumahan, serta menganalisis 

hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dan perumahan penduduk di Dusun 

Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara sensus dengan menggunakan 

kuesioner terstruktur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

dengan mengunakan tabel dan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah 

ini memiliki kondisi perumahan yang layak huni. Namun demikian, masih terdapat sekitar 20 

persen keluarga yang menempati rumah tidak layak huni. Rumah layak huni mayoritas dihuni 

oleh keluarga dengan pendidikan kepala keluarga minimal sekolah menengah atas, memiliki 

pekerjaan formal, berpendapatan di atas upah minimum provinsi, dan jumlah anggota 

keluarga kurang dari tiga. Pendapatan kepala keluarga memiliki hubungan signifikan dengan 

kondisi perumahan, sedangkan pendidikan kepala keluarga, status pekerjaan kepala keluarga, 
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jumlah anggota keluarga, dan status kepemilikan rumah tidak berhubungan signifikan dengan 

kondisi perumahan. 

Kata Kunci: Perumahan; Rumah Layak Huni; Karakteristik Sosial Ekonomi; Tambakbayan; 

Chi-square 

Abstract: Housing issues are a benchmark for development and welfare related to the level of 
health and quality of life of the society. Dusun Tambakbayan is located in a modern area, 
which is among a shop complex, shopping centers, entertainment areas, offices, universities, 
and hotels. This study aims to determine the socioeconomic and housing characteristics, also 
analyze the relationship between socioeconomic and housing characteristics of residents in 
Dusun Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta. Data collection techniques were conducted through interviews in a census using 
a structured questionnaire. The analysis method used is quantitative descriptive analysis 
using tables and chi-square tests. The results show that this area has adequate housing 
conditions. However, there are still around 20 percent of families who live in inadequate 
houses. The majority of adequate houses are occupied by families with at least high school 
education, formal employment, an income above the provincial minimum wage, and a family 
size of less than three members. The income of the family head has a significant relationship 
with housing conditions, while the education of the family head, employment status of the 
family head, home ownership status, and number of family members do not have a significant 
relationship with housing conditions.. 

Keywords: Housing; Adequate House; Socio-economic Characteristics; Tambakbayan; Chi-
square 

Pendahuluan 

Memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap perumahan yang layak, 

aman, dan terjangkau, layanan dasar, serta pengelolaan permukiman kumuh merupakan 

salah satu tujuan agenda pembangunan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). 
Tujuan lain dari SDGs adalah memastikan akses dan pengelolaan air bersih dan sanitasi 

layak yang erat kaitannya dengan kondisi perumahan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). 

Hal ini menunjukkan bahwa dunia memberikan perhatian pada permasalahan terkait 

perumahan yang menjadi tolak ukur bagi pembangunan dan kesejahteraan penduduk 

(Rolfe, et al., 2020). Permukiman dan perumahan merupakan dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dan berkaitan erat dengan kegiatan sosial, ekonomi, industrialisasi, dan 

pembangunan (Niswah & Arifien, 2015). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (2023), perumahan dapat dipandang sebagai aset pribadi dan aset 

publik. Sebagai aset pribadi, perumahan berperan dalam aspek sosial, keuangan, dan 

ekonomi keluarga. Di sisi lain, sektor perumahan sebagai aset publik mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Perumahan sering dijelaskan sebagai salah satu faktor penentu kesehatan penduduk 

(Braubach & Fairburn, 2010; Olukolajo, et al., 2013; Herdandez, et al., 2014; Wood, 2016). 

Perumahan yang tidak memadai dapat memicu penyebaran penyakit, mempengaruhi 

kesehatan fisik dan mental penghuninya (Palacios, et al., 2020). Oleh karena itu, kondisi 

rumah dapat dijadikan indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan 

keberhasilan pembangunan di bidang perumahan (Nur, et al., 2020). Kualitas perumahan 

yang baik juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan 

pencegahan penyakit (Braubach & Fairburn, 2010; Henilane, 2016; WHO, 2018). 

Permukiman dapat terbentuk dari dua kondisi, pertumbuhan pemukiman pada kawasan 

yang direncanakan dengan baik atau pertumbuhan permukiman di kawasan yang 

berkembang secara alami akibat pertambahan penduduk dan perkembangan aktivitasnya 
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(Harahap, 2021). Keterbatasan ketersediaan lahan dan harga yang tinggi membuat 

penduduk berpendapatan rendah sulit mengakses pemukiman di kawasan yang 

direncanakan (Momuat, et al., 2020; Nazem & Sultana, 2021). Hal ini membuat munculnya 

perumahan yang tidak direncanakan, yang dalam jangka panjang akan menimbulkan 

pemukiman kumuh dan bangunan liar terutama di wilayah perkotaan (Pagadala, 2015; 

Akirso, 2021).  

Permasalahan terkait kondisi perumahan merupakan permasalahan yang kompleks 

dan multidimensi (Jiboye, 2014). Kondisi kependudukan adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi munculnya masalah tersebut di suatu wilayah (Tyoakaa & Mkpo, 2023). 

Perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk, sehingga pertumbuhan 

penduduk, khususnya pertumbuhan jumlah rumah tangga, akan berdampak pada 

perubahan permintaan akan perumahan (Mulder, 2006; Eni & Ukpong, 2014). Selain itu, 

permintaan rumah juga terkait dengan faktor ekonomi mikro dan makro, seperti kebijakan 

pemerintah dan perubahan pendapatan penduduk (Al Obaid, 2020). Pertumbuhan 

konstruksi rumah yang tidak mampu mengikuti peningkatan kebutuhan rumah akan 

menimbulkan kepadatan rumah dan menurunnya kualitas rumah dari waktu ke waktu. 

Akhirul, et al. (2020) dalam penelitiannya mengenai dampak negatif pertumbuhan 

penduduk terhadap lingkungan menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat 

akan memberikan dampak terhadap lingkungan, antara lain penurunan ketersediaan air 

bersih, penurunan kualitas udara, dan terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari & Ridlo (2021) menyebutkan bahwa salah satu 

penyebab munculnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah karena faktor 

kepadatan penduduk yang tinggi. Sementara itu, Mulder (2006) menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan dua sisi antara populasi dan perumahan. Jumlah penduduk di suatu 

wilayah akan mempengaruhi permintaan perumahan, sedangkan di sisi lain ketersediaan 

perumahan yang layak dan terjangkau dapat menarik penduduk untuk menetap di wilayah 

tersebut. 

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 

Desa Caturtunggal merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan 

Depok selama 3 tahun terakhir. Hal ini membuat kepadatan penduduk Caturtunggal 

mencapai 4.069 jiwa per km2 pada tahun 2022 (BPS, 2023). Selain memiliki kepadatan 

penduduk tertinggi, Desa Caturtunggal memiliki fasilitas penunjang terbanyak 

dibandingkan dengan desa lainnya pada tahun 2021, seperti 13 perguruan tinggi, 81 

kelompok pertokoan, 62 minimarket/swalayan, lebih dari 1.000 toko/warung kelontong, 

98 restoran/rumah makan, hingga 72 hotel (BPS, 2022). Salah satu dusun di Desa 

Caturtunggal adalah Dusun Tambakbayan yang memiliki keragaman kondisi perumahan. 

Dusun tersebut berada di kawasan yang cukup modern, yaitu di antara kompleks 

pertokoan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, perkantoran, dan hotel. Selain itu, terdapat 

beberapa perguruan tinggi di sekitar dusun tersebut, antara lain Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran, Universitas Teknologi Yogyakarta, dan Politeknik “API” Yogyakarta. 

Berdasarkan informasi dari salah seorang warga RT 12 Dusun Tambakbayan, pada tahun 

1998, terjadi alih fungsi lahan di dusun tersebut dari kandang sapi ke permukiman 

penduduk yang kemudian dihuni oleh sekitar 42 keluarga. Lahan permukiman tersebut 

disewakan oleh pemerintah desa untuk kemudian dibangun rumah berukuran 60 m2 untuk 

setiap keluarga. Hal tersebut membuat kondisi fisik perumahan yang merupakan hasil alih 

fungsi lahan tersebut cukup padat dibandingkan dengan kondisi perumahan di sekitarnya. 

Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan dalam hal kondisi perumahan yang membuat 

wilayah RT 12 Dusun Tambakbayan menarik untuk diteliti lebih lanjut. 
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Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2023 

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Depok, 2020-2022 (Jiwa) 

SDGs dalam mengukur hunian layak menggunakan empat kriteria yang harus 

terpenuhi kelayakannya, yaitu ketahanan bahan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, 

akses terhadap air minum layak, dan akses sanitasi layak (Kementerian PPN/Bappenas, 

2020). Penelitian terkait kondisi rumah layak huni belum banyak dilakukan.  Meskipun 

demikian, sudah ada penelitian terkait hal ini. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh 

Izzudin dan Risyanto (2014) menemukan bahwa adanya korelasi positif antara penghasilan 

dan lama sekolah dengan permukiman kumuh, sedangkan variabel jumlah anggota 

keluarga berhubungan negatif dengan tingkat permukiman. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Vebryan dan Astuti (2021) menyatakan bahwa tingkat pengangguran 

terbuka, tingkat kemiskinan, proporsi tempat tinggal bukan milik sendiri, dan tipologi 

daerah berpengaruh terhadap tingkat rumah tangga kumuh perkotaan. Selanjutnya, 

penelitian oleh Daramola, et, al. (2018) menjelaskan bahwa lama tinggal dan tingkat 

pendidikan berhubungan erat dengan kualitas perumahan. 

Secara umum, permasalahan terkait perumahan terdiri dari empat kategori, yaitu 

permasalahan terhadap permintaan atau kebutuhan rumah, perumahan tidak layak huni, 

permukiman kumuh, dan hunian liar (Harahap, 2021). Penelitian-penelitian terdahulu lebih 

fokus pada analisis kualitas perumahan dengan pengukuran indikator tersendiri. Selain itu, 

penelitian terkait rumah layak huni yang merujuk pada kriteria yang ditetapkan SDGs 

cenderung dilakukan pada level makro. Kajian kondisi rumah layak huni pada level terkecil 

dibutuhkan, sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi penduduk dan keluarga yang 

mendiami suatu permukiman dan mengaitkannya dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Disinilah letak dari inovasi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan karakteristik sosial ekonomi dan kondisi perumahan, serta menganalisis 

hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dan kondisi perumahan masyarakat di Dusun 

Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan 

pembangunan daerah, khususnya di bidang perumahan serta memperkaya penelitian 

tentang rumah layak huni di wilayah pinggiran perkotaan. 
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Metode Penelitian 

Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap 

penduduk di RT.12 RW.08 Dusun Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia. Pendataan dilakukan secara lengkap 

(sensus) dengan menggunakan kuesioner terstruktur, sehingga seluruh keluarga di wilayah 

tersebut menjadi responden dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 79 

keluarga dengan cakupan keluarga yang berhasil diwawancarai sebesar 96 persen. 

Pendekatan dalam pengumpulan data adalah keluarga yang merujuk pada dokumen Kartu 

Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

Struktur kuesioner terbagi menjadi dua bagian, yaitu keterangan individu atau anggota 

keluarga dan keterangan keluarga. 

Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden dan kondisi perumahan di 

RT 12 Dusun Tambakbayan dengan menggunakan tabel frekuensi. Selain itu, analisis 

crosstab dengan uji chi-square digunakan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik 

keluarga dengan kondisi perumahan yang ditempati. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan Software SPSS versi 26. 

Indikator kondisi perumahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kondisi 

bangunan tempat tinggal yang terdiri dari dua kategori, yakni rumah layak huni dan tidak 

layak huni. Indikator tersebut disusun dari akses air minum layak, akses sanitasi layak, 

ketahanan bangunan, dan kecukupan luas tempat tinggal. Penghitungan dari keempat 

indikator tersebut merujuk pada metadata SDGs yang diterbitkan oleh Bappenas (2020), 

antara lain: 

1. Memiliki akses terhadap air minum layak (access to improved water) adalah ketika 

keluarga mengonsumsi air minum utama yang bersumber dari leding, sumur 

bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Bagi keluarga yang 

menggunakan sumber air minum berupa air kemasan/isi ulang, maka keluarga 

termasuk memiliki akses air minum layak jika sumber air yang digunakan untuk 

mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air 

terlindung, atau air hujan; 

2. Memiliki akses terhadap sanitasi layak (access to adequate sanitation) adalah sarana 

sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki 

fasilitas sanitasi yang klosetnya berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir 

tinjanya menggunakan tanki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), serta 

sarana sanitasi tersebut digunakan oleh anggota keluarga sendiri atau bersama 

dengan anggota keluarga lain tertentu; 

3. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap rumah terluas 

adalah beton/genteng/kayu/sirap/seng, bahan bangunan dinding rumah terluas 

adalah tembok/plesteran anyaman bambu/kawat/kayu/papan/batang kayu, dan 

bahan bangunan rumah terluas adalah marmer/granit/keramik/parket/vinil/ 

karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah; 

4. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 

7,2 m2. 

Karakteristik sosial ekonomi penduduk mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

kualitas perumahan yang dihuni (Kayode, et al., 2021). Mengacu pada beberapa penelitian 

sebelumnya, penelitian ini mengukur karakteristik sosial ekonomi dari beberapa indikator, 
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yaitu tingkat pendidikan kepala keluarga (SMP ke bawah dan SMA ke atas), jumlah anggota 

keluarga (1-3 dan 4-5), status pekerjaan kepala keluarga (informal dan formal), pendapatan 

kepala keluarga (di bawah upah minimum provinsi dan di atas upah minimum provinsi), 

dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal (milik sendiri dan bukan milik sendiri). 

Upah Minimum Provinsi (UMP) yang digunakan mengacu pada UMP DI Yogyakarta tahun 

2023 yaitu sebesar 1.981.82,39 (Keputusan Gubernur DI Yogyakarta No.338 Tahun 2022 

Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi). 

Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik Sosial Ekonomi dan Kondisi Perumahan 

Data mengenai karakteristik kepala keluarga disajikan pada Tabel 1. Jumlah anggota 

keluarga dapat menggambarkan jumlah tanggungan dari suatu keluarga. Anggota keluarga 

dari responden yang diteliti rata-rata berjumlah 3 orang. Jika dibedakan menjadi dua 

kategori, mayoritas keluarga memiliki anggota kurang dari 4 orang yaitu sebesar 61,84 

persen, sedangkan keluarga dengan anggota lebih dari 3 sebesar 38,16 persen. Jumlah 

anggota rumah tangga menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh rumah tangga 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Soseco (2021) menjelaskan bahwa semakin 

banyak jumlah anggota rumah tangga, kebutuhan rumah tangga juga akan semakin besar, 

terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian 

yang dilakukan oleh Agyepong et al. (2024), Venn et al. (2017), dan Katsaiti et al. (2017) 

juga menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga berkaitan dengan besarnya 

pengeluaran dan kesejahteraan rumah tangga. 

Menurut tingkat pendidikan, kepala keluarga berpendidikan tinggi (SMA ke atas) 

sedikit lebih besar daripada kepala keluarga berpendidikan SMP ke bawah. Lebih lanjut, 

dari kepala keluarga yang bekerja, lebih banyak kepala keluarga yang bekerja di sektor 

informal dibandingkan sektor formal, yaitu masing-masing sebesar 54,84 persen dan 45,16 

persen. Bekerja di sektor informal biasanya identik dengan pekerjaan yang lebih buruk 

dibandingkan pekerjaan formal. Sektor informal sangat terkait dengan produktivitas yang 

rendah dan upah pekerja yang juga jauh lebih rendah (Porta & Shleifer, 2008). Selain itu, 

sifat perjanjian pekerja informal membuat mereka cenderung rentan terhadap risiko 

kehilangan pekerjaan (Basbay et al., 2018). Namun demikian, penduduk yang bekerja di 

sektor informal tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya kapasitas sektor formal, namun 

juga karena pilihan mereka untuk mendapatkan fleksibilitas di sektor informal (ILO, 2013). 

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa selain mayoritas sebagai pekerja informal, 

mayoritas kepala keluarga juga berpendapatan kurang dari UMP (57,89 persen).  

Tabel 1. Karakteristik Kepala Keluarga (N=76) 

Karakteristik N % 

Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga 

SMP ke bawah 35 46,05 

SMA ke atas 41 53,95 

Status Pekerjaan Kepala Keluarga 

Informal 34 54,84 

Formal 28 45,16 

Pendapatan Kepala Keluarga 

<UMP 44 57,89 

≥UMP 32 42,11 

Jumlah Anggota Keluarga 



  Suhaimi, et al.   199 

JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN, 12 (2), 193-205 

http://dx.doi.org/10.14710/jwl.12.2.193-205 

1-3 47 61,84 

≥4 29 38,16 

 

Perumahan yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia dan bagian integral dari 

hak setiap penduduk atas standar hidup yang layak (UN Habitat, 2010). Karakteristik 

perumahan yang ditempati responden ditampilkan pada Tabel 2. Analisis data 

menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di RT 12 Dusun Tambakbayan menempati rumah 

layak huni, yaitu sebesar 80,26 persen. Sementara itu, terdapat sekitar 1 dari 5 keluarga 

yang masih menempati rumah tidak layak huni. Kondisi perumahan yang tidak layak huni 

berhubungan dengan faktor risiko seperti kepadatan bangunan, polusi dalam ruangan dan 

kebisingan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah (Braubach & Fairburn, 

2010). Menurut Nur, et al. (2020), faktor ekonomi merupakan penyebab penduduk bertahan 

hidup di rumah yang tidak layak huni, terutama di wilayah perkotaan. Beberapa penelitian 

menemukan bahwa kualitas tempat tinggal berdampak signifikan terhadap status sosial 

ekonomi penghuni, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Thomson et al. 

(2013) menjelaskan bahwa kondisi perumahan yang buruk terkait dengan berbagai masalah 

kesehatan, misalnya penyakit pernapasan dan masalah kesehatan mental, yang dapat 

menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan dan penurunan produktivitas kerja. 

Jika ditelusuri lebih lanjut, akses terhadap air minum layak sudah dimiliki oleh 

seluruh keluarga di wilayah penelitian. Tak hanya itu, bahan utama dinding rumah juga 

sudah memenuhi kriteria ketahanan bangunan. Namun, berdasarkan kriteria rumah layak 

huni, masih terdapat keluarga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak, rumah 

dengan lantai tanah dan atap berbahan asbes. Hasil penelitian juga menemukan bahwa 

masih terdapat keluarga dengan luas bangunan tempat tinggal yang sangat sempit (kurang 

dari 7,2 m2). Penelitian Dunn (2002) menjelaskan bahwa bahan bangunan rumah akan 

mempengaruhi tingkat kesehatan penghuninya. Sejalan dengan hal tersebut, Kottek & Yuen 

(2022) juga menjelaskan bahwa paparan terhadap asbes dapat mempengaruhi kesehatan, 

terutama terkait dengan pernapasan. 

Menurut status kepemilikan rumah, lebih dari sebagian keluarga menempati rumah 

bukan milik sendiri. Rumah bukan milik sendiri tersebut dapat berupa sewa, kontrak atau 

bebas sewa. Kepemilikan rumah merupakan aset yang dapat berfungsi sebagai jaminan 

kesejahteraan masa depan, terutama ketika tidak adanya perlindungan sosial (Doling & 

Ronald 2010).  Bargain & Kwenda (2014) juga menjelaskan bahwa kepemilikan aset 

menggambarakan keamanan finansial rumah tangga, akses terhadap sumber daya, dan 

peluang untuk meningkatkan konsumsi. Kepemilikan aset tersebut dapat berfungsi untuk 

menahan tekanan, sehingga rumah tangga dapat terhindar dari kemiskinan (Dercon, 2001). 

Rumah tangga yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dapat menjual atau 

menggadaikan aset yang dimiliki. Sebagaimana penjelasan Adnyani & Sugiharti (2019) 

kepemilikan tanah dapat mengurangi kerentanan kemiskinan dan membantu rumah tangga 

keluar dari kemiskinan karena aset tersebut dapat digunakan oleh rumah tangga saat 

tertimpa guncangan negatif. Namun demikian, dalam kasus lokasi penelitian ini, 

kepemilikan rumah tidak dapat dianggap sebagai kepemilikan aset tersebut secara 

sepenuhnya. Hal tersebut disebebkan oleh sebagian dari keluarga yang menghuni rumah 

milik sendiri tidak dapat menguasai secara penuh aset tersebut karena hanya memiliki 

bangunan fisiknya saja, sedangkan lahannya dimiliki oleh pihak desa. Dalam hal ini, 

masyarakat membangun bangunan tempat tinggal pada lahan milik desa. 
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Tabel 2. Karakteristik Perumahan (N=76) 

Karakteristik n % 

Kondisi Perumahan 

Rumah Layak Huni 61 80,26 

Rumah Tidak Layak Huni 15 19,74 

Akses Air Minum Layak 

Ya 76 100,00 

Tidak 0 0,00 

Akses Sanitasi Layak 

Ya 73 96,05 

Tidak 3 3,95 

Ketahanan Atap Rumah 

Ya (beton, genteng, seng) 71 93,42 

Tidak (asbes) 5 6,58 

Ketahanan Dinding Rumah 

Ya (tembol, kayu, papan) 76 100,00 

Tidak 0 0,00 

Ketahanan Lantai Rumah 

Ya (marmer, keramink, ubin, semen) 75 98,68 

Tidak (tanah) 1 1,32 

Luas Lantai Rumah Perkapita 

<7,2 m2 
7 9,21 

≥7,2 m2 
69 90,79 

Status Kepemilikan Rumah 

Bukan milik sendiri 44 57,89 

Milik sendiri 32 42,11 

 

Hubungan Antara Karakteristik Sosial Ekonomi dan Kondisi Perumahan 

Karakteristik kepala keluarga memiliki peranan penting yang memengaruhi 

kepemilikan rumah layak huni. Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab pada 

kebutuhan rumah tangga sehingga perannya sangat kuat dalam rumah tangga. Berdasarkan 

hasil uji chi-square dengan tingkat signifikansi (α) 5 persen, diperoleh bahwa dari lima 

variabel karakteristik sosial ekonomi yang dianalisis, terdapat satu variabel yang 

berhubungan hubungan signifikan terhadap kondisi perumahan, yaitu tingkat pendapatan 

kepala keluarga. Sementara itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi 

perumahan dengan karakteristik sosial ekonomi yang lain seperti tingkat pendidikan kepala 

keluarga, status pekerjaan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan status 

kepemilikan rumah tempat tinggal (Tabel 3). Meskipun demikian, terlihat adanya pola 

hubungan yang terjadi antara variabel sosial ekonomi tersebut dengan kondisi perumahan.  

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Bivariat  

Karakteristik 
Kondisi Perumahan (%) p-value 

χ2 
OR 

Tidak Layak Huni Layak Huni 

Status Kepemilikan Rumah 0,289 2,333 

Milik Sendiri 25,00 75,00  
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Bukan Milik Sendiri 12,50 87,50  

Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga 0,357 2,019 

SMP ke bawah 25,71 74,29   

SMA ke atas 14,63 85,37   

Status Pekerjaan Kepala Keluarga 0,327 2,564 

Informal 23,53 76,47  

Formal 10,71 89,29  

Pendapatan Kepala Keluarga 0,026* 6,290 

<UMP 29,55 70,45   

≥UMP 6,25 93,75   

Jumlah Anggota Keluarga 0,870 0,908 

1-3  19,15 80,85   

≥ 4 20,69 79,31   

⁎ signifikan pada α=5 persen 

Pendapatan kepala keluarga memiliki hubungan dengan kondisi perumahan yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan kondisi perumahan antara keluarga dengan pendapatan 

kurang dari UMP dan lebih dari UMP. Dari hasil uji diperoleh nilai Odd Ratio (OR) antara 

variabel pendapatan kepala keluarga dan kondisi perumahan yakni sebesar 6,290. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan kurang dari UMP memiliki 

risiko untuk tinggal di rumah tidak layak huni 6,3 kali dibandingkan dengan keluarga 

berpendapatan lebih dari UMP. Terdapat beberapa penelitian yang sejalan dengan temuan 

penelitian ini. Di sisi lain, terdapat pula beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. Salah satu temuan yang selaras adalah penelitian oleh Li & Wu 

(2013) yang tidak menemukan korelasi antara kualitas perumahan di permukiman informal 

Cina dengan beberapa karakteristik sosial ekonomi penghuni, kecuali pendapatan. Selain 

itu, temuan ini juga paralel dengan penelitian Tyas & Kumalawati (2018) dan Fiadzo (2004) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan penduduk maka semakin baik kualitas 

rumah. McDonald (2015) menjelaskan bahwa kondisi rumah menggambarkan ekonomi 

penghuninya. Dalam hal ini, penduduk dengan tingkat ekonomi tinggi memiliki pendapatan 

lebih besar yang dapat dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas rumah yang ditempati. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Momuat, et al. (2020), upaya pemenuhan kebutuhan 

perumahan yang layak sebagian terhambat oleh rendahnya ekonomi masyarakat dan 

tingginya biaya pembangunan rumah. Faridah (2014) dalam penelitiannya mengenai 

kepuasan bermukim juga menyatakan bahwa masyarakat dengan pendapatan tinggi 

cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh tempat tinggal yang sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan mereka, sebaliknya penduduk dengan keterbatasan 

ekonomi tidak dapat mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan secara penuh. Hal 

berbeda dijelaskan oleh Kayode, et al. (2021) bahwa pendapatan memiliki dampak yang 

kurang signifikan terhadap kondisi rumah tempat tinggal. 

Penghasilan yang diperoleh keluarga terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala keluarga dengan pekerjaan informal 

cenderung menempati rumah tidak layak huni, sementara itu, kepala keluarga dengan 

pekerjaan formal mayoritas menempati rumah layak huni. Temuan ini sejalan dengan studi 

Fiadzo (2004) dan Kayode, et al. (2021) yang menyatakan bahwa jenis pekerjaan 

merupakan faktor penentu kualitas perumahan. Sektor informal terkait dengan 

produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan sektor formal (ILO, 2013). 

Hal ini sejalan dengan temuan bahwa mayoritas rumah tidak layak huni ditempati oleh 

keluarga dengan pendapatan rendah.  
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Terlihat pula adanya pola antara tingkat pendidikan dan kondisi rumah tempat 

tinggal. Rumah layak huni mayoritas dihuni oleh keluarga dengan kepala keluarga 

berpendidikan tinggi (SMA ke atas), sementara kepala keluarga berpendidikan rendah 

cenderung menempati rumah tidak layak huni. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

mengindikasikan pemahaman yang semakin baik terhadap kondisi rumah yang sehat untuk 

ditempati. Hasil ini sesuai dengan penelitian Izzudin & Risyanto (2014) yang menemukan 

adanya korelasi positif antara lama pendidikan terhadap tingkat permukiman kumuh. Selain 

itu, penelitian oleh Daramola, et al. (2018) juga menemukan bahwa peningkatan pendidikan 

dapat meningkatkan kualitas rumah yang dihuni. Lebih lanjut, Tanni, et al. (2014) dalam 

penelitiannya di Bangladesh menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk yang tinggal 

di pemukiman kumuh cukup rendah, bahkan sebagian besar buta huruf. Rendahnya tingkat 

pendidikan membuat mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan berdasarkan kualifikasi 

pendidikan mereka sehingga sulit untuk meningkatkan standar hidup mereka. 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa rumah layak huni mayoritas ditempati oleh 

keluarga dengan jumlah anggota lebih sedikit. Ukuran keluarga yang menempati suatu 

bangunan akan terkait dengan luas lantai per kapita yang merupakan salah satu komponen 

dalam pengkategorian rumah layak huni. Selanjutnya, menurut status kepemilikan rumah, 

rumah layak huni didominasi oleh rumah bukan milik sendiri dibandingkan rumah milik 

sendiri. Opoko, et al. (2016) dalam penelitiannya mengenai permukiman informal 

menyatakan bahwa dampak karakteristik sosial ekonomi terhadap kualitas perumahan 

tidak dapat digeneralisasikan karena adanya perbedaan kontekstual yang terjadi. Hal ini 

selaras dengan adanya perbedaan temuan dari penelitian ini dengan penelitian lain. Dalam 

konteks wilayah penelitian, kondisi perumahan di daerah tersebut cukup unik, karena 

terdapat sekitar 30 persen keluarga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri 

di atas tanah yang mereka sewa dari pihak desa. Hal ini membuat beberapa karakteristik 

sosial ekonomi yang diuji tidak berhubungan dengan kondisi perumahan yang ditempati 

oleh penduduk. 

Kesimpulan 

Mayoritas kepala keluarga yang bertempat tinggal di wilayah penelitian memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi, bekerja sebagai pekerja informal, berpendapatan rendah, 

dan jumlah anggota keluarga kurang dari 4. Menurut aspek perumahan, kondisi perumahan 

di Dusun Tambakbayan cukup unik karena terdapat sekitar 30 persen keluarga yang 

menempati rumah di atas tanah yang disewakan oleh pemerintah desa. Secara umum 

wilayah ini memiliki kondisi perumahan yang layak huni, dilihat dari akses air minum yang 

layak, akses sanitasi layak, ketahanan bahan bangunan, dan kecukupan luas lantai. Rumah 

layak huni mayoritas dihuni oleh keluarga dengan pendidikan kepala keluarga SMA ke atas, 

memiliki pekerjaan formal, berpendapatan tinggi, dan ukuran keluarga yang besar. Menurut 

status kepemilikan rumah, rumah layak huni didominasi oleh rumah bukan milik sendiri 

dibandingkan rumah milik sendiri. Di sisi lain, rumah tidak layak huni mayoritas ditempati 

oleh keluarga dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah, status pekerjaan informal, 

memiliki pendapatan di bawah UMP, jumlah anggota keluarga lebih dari 4, dan status 

kepemilikan rumah milik sendiri.  

Terdapat hubungan antara kondisi perumahan dengan pendapatan kepala keluarga. 

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka kondisi rumah juga akan semakin baik. 

Dalam hal ini, keluarga dengan pendapatan kurang dari UMP memiliki risiko lebih tinggi 

untuk tinggal di rumah tidak layak huni dibandingkan dengan keluarga berpendapatan lebih 

dari UMP. Sedangkan faktor sosial ekonomi lainnya yaitu pendidikan kepala keluarga, 

status pekerjaan kepala keluarga, status kepemilikan rumah, dan jumlah anggota keluarga 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kondisi perumahan.  
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Dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat, 

pemerintah harus dapat memperhatikan akses terhadap perumahan di wilayah pusat 

perkotaan maupun wilayah pinggiran. Dalam hal ini, program yang dilaksanakan tidak 

hanya terkait ketersediaan perumahan, namun juga menyangkut kondisi dan kualitas 

perumahan yang ditempati. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih dalam 

terkait dengan alasan keluarga menetap di rumah tidak layak huni, terutama di wilayah 

pinggiran perkotaan. Selain itu, dapat dilakukan analisis terkait dampak dari kondisi 

perumahan terhadap tingkat kesehatan penghuninya untuk dapat memberikan gambaran 

secara lebih komprehensif terkait dampak permasalahan perumahan. 
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